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hahwa dengan  telah ditetapkannya iindang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah maka
pPeraturan Daerah Nomor 10 Tahkun 1989 (entang Pemberian
I7in Tempat Usaha dan T#zin Undapg-undang Gangguan BERC)
perlu adanya penyesuaians

hahwa untok melaksanakan maksud tercebut huruf a di atas
perlu ditetapkan dengan peraturan Dacrah.

Undang-undang Nomor o7 A s U o] 1959 tentang Penctapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentan® Pemben-
tukan Daerah Tingkat TII di Kalimantan {(Lembaran Negara
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang {Lembaran
Negara Tahun 19359 Nomor 72, Tambahan Lembatan Negara
Nomor 1820);

Hinder Ordonantic (Undang=undany Gangeuan) Tahun 1926
Nomor 226 vang telah diubah dan «itambah terakhir dengan
Sihl. 1940 dan 450:

Undane-undang  Nowor 49 Prp  Tahon 1960 tenlany Panitia
Upnsan Piutang Nesapa  (Lembaran Neeara Tahupn 1960 Nomor
156, Tambahan Lembaran Negara NMomal GRS

Undang-undang Nomor | Tahun 1967 lentang Penanaman Modal
Asing (Lembaran Neeara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan
lLembaran Negara Nomor il S [ Undang-undang Nomor 13
Tahun 1970 tentang perubahan dan Tambahan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan [embaran

Negara Nomor 2944]:

Undang-undang Nomoi 6 Tahup 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 33, Tamba-
han Lembaran Negara Nomor 2857) jo Undang-undang Nemor 12
Tahun 1970 tentang Do rybahan dan Tambahan Indang=undang
Nomor 6 Tahun 196% tenlans Penanaman Modal Dalam Negeri
(l,embaran Negara T s 1a74 Nomor 4. Tambahan Lembaran
Neeara Nomor 29445

Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang PeMerintahan

Dacrah (lLembaran Negara Tahun [999 Nomor 60. Tamhahan
Lembaran Negara Nomor IR0
Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1991

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208):

¥ A
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan: Lembaran
Negara Nomor 3274);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Nomoar 3501);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembauran Negara Tahun 1997 Nowor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkunzan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor €8,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);-

Peratnuran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tertang Pelaksa-
naan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 198J Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 5! Tahun 1993 tentang AMDAL
(Lembaran Megara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lcmbaran
Negara Nomor 3538); : .

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 «centang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 355,
Tambahan Lembaran Negara 3697);

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 33 Tahun
1992 tentang Tata Car» Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang
Tata Cara Pengendalian Fencemaran bagi Perusahaan-
perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Un-
dang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6
Tahun 1968; -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentarg
Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap
Pemberian Iz3in Undang-undang Gangguan (Hinder
Ordonantie) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 ten-
tang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang
[zin Mendirikan Bangunan dan [zin Undang-undang Gangguan
bagi perusahaan industri; i

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 ten-
tang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Dacrah
Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengcsghan Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Dacrah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998

tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daevah
Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

diw w 4w % e 4 8 e s e s ae b e
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Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomdp 32 Tahun 1994
tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
dan Izin Undang-undang Cangguan Perusahaan;

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 ten.ang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah
Tahun 1988 Nomor 14, Seri D Nomor 10).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daeruh Kotamadya Daerch
Tingkat [T Fontianak. '

Mencelapkan

a.,

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT PONTIANAK
TENTANG RETRIBUST IZIN GANGGUAN

B oA R I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak’

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamardya Daerah
Tingkat IT Pontianak;

Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerauh Tingkat
1T Pontianak;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas terfentu di
bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Badan adalah suatu bentuk badan wusaha yeng meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, parseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dJdengan nama
dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,
lemabaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan
usaha lainnya;

Kawasan Inlustri adalah kawasan dengan luas tertentu
vang peruntukannya sebagal tempat pemusatan kegiatan
industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
serta fasilitas penunjang lainnya;

Kawasan Perdagangan adalah kawasan dengan luas tertentu
yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan Keglatan
perdagangan;

Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengun luas tertentu
yang peruntukannya sebagai tempalt Kegiatan pariw-sala;

Kawasan Pergudangan adalah kawasan dengan luas tertentu
yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan kegiatan
pergudangan;

Kawasan Perumahan adalah kawasan dengan luas tertentu
yvang peruntukannya sebagai tempat pemukiman atau tempat
tinggal,;

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas
kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kKelestarian
lingkungan;
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Retribusi Tz in Gangguan yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin temrat
usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu
vang menimbulkan bahaya, kerugian den gangguan, tidak
termasuk tempat usaha vang lokasinya telah ditunjuk oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Dacrah;

Wajib Relribusi adaleh orang pribadi atesu badan yang
menurut peraturan perundang-undangan re:ribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi;

Masa Retribusi adalah suatu janrgka wakti tertentu yang
mcrupak&q batas waktu bagi wajib retribusi untuk menan-
faatkan izin tempat usaha; :

Surat Penetapan Petribusi Dacerah, yang selanjutnya dapat
disingkat SFTRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib
retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran
retribusi yang terhutang menurul Peraturan Retribusi
Daerah.

sural Ketetapan Retribusi Daevah untuk selanjutnya
disingkal SKRD adalah surat keputusan yang menentukan be-
sarnya jumlah retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi NDaerah Kureng Bayar untuk
selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat Keputusan yang
menentukan besacrnya jumlah retribusi yang terutangz.
jumlah kredit tertribusi, jumlah kekurangan pembayaran
pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jum!'ah
vang masih harus dibayar;

Surat Keletapan Retribusi Daerah Kurang 8B8ayar Tambahan
untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat Keputu-
san yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang
telah ditetapkan; '

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran vetribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang
terutang atau tidak seharusnya terutang:

Surat Tagihan Retribusi Daerah  untuk selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga aan
atau denda; '

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersama-
kan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib
Retribusi;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menceari,
mengumpulkan, dan mengo.ah data dan atcu Keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatukan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan
retribusi; :

Penyidikan tindak:pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi “serta
menemukan tersangkanya. '

BARS e g o e
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B A B El
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi 1Izin Gangeuan dipungut retiibusi

sebagai pembayaran atas pemberian izin tewmpal usaha

Kepada orang pribadi atau badan di lokasi terlentu yang

menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 3

(1) Ohjck Retribusi adalah pemberian izin tempat usahao
kepada orang aftau badan di iokasi tertently ¥ang
menimbulkan bahayva, kerugian dan gangguan,

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha
vang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusad
dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh izin tempat usabha.

Pasal 5
Retribusi Izin ©Sangguan digolongkan secbagai Retribusi
Perizinan Tertentu.
B A B EaTeT

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR BESARAN TARIF

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penctapan dalam struktur
besaran tarif retribusi didasarkan pada tvjuan untuk
memberikan kontribusi PAD dan untuk menutup schagian
biaya penyelenggaraan pemberian izinj

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat | meiiputi biaya
pengecekan dan pengukuran ruangan tempat usaha, biaya
pemeriksaan dan biaya Lransportasi. dalam rangka
penzawasan dan pengendalian;

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
(1) Tirgkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian
antaira luas ruang tempat usaha; indeks lokasi dan
indeks gangguan industrij
(2) Luas ruang tempat usaha scbnguimana‘dimaksud peda
ayat 1 adalah luas bangunan yang dihitung sebagal
jumlah luas setiap lantai;
(3) Indeks lokasi dan indeks gangguuan industri sebagai-

mana dimaksud pada ayat | pasal ini ditetapkan
sebagai berikut

_a. Kawasan T e Ly o s
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(5)

-

a. Kawasan Industri TREBKS o dts e e b e 13
b. Kawasan Perdagangan Endeks v vy v 2
c¢. Kawasan Pergudangan PRGEICST o wa o oal s var s aim 3
d. Kawasan Pariwisata R B s s P
¢. Kawasan Perumahan 0 hE 2 SR S T S S

Indeks ganguan : :

a. Yang merimhulkan dampak negatif Kkurang penting
LRARES ol m sl s o s 13

b. Yang menimbulkan dampak negatif penting
106 ek < SRR a3z

¢. Yang menimbulkan dampak negatif sangat penting
indeks ... R s

Kriteria / klasiflikasi indeks gargguan sebagaimuna
dimaksud ayat 4 pasal ini ditetapkan la2bih lanjut
oleh Kepala Daerah.
B A B A%
STRUKTUR DAN BESARNYA TARII' RETRiBUSI
Pasal 8
Tar.:f golongan berdasarkan luas ruang lempat vsaha;

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat |
ditetapkan sebagai berikut ;

a. Golongan Industri

l.. Industri kecil sebesar .....ove. Rp. S§00,-/M2.

2. Industri Menengah sebasar....... Rp.1.000,-/M2.

3. I'ndustri Besar sebesSar.. .. sss:u. Bp.1.500,=/ M2,
b. Golongan Pcrgudangan, Penyimpanan dan sejen.»snyd

B DG BT o ail  cois o0 o shlle 2o 5 e s e 10 G e B A Rp.1.000,~-/M2,
¢. Golongan Pertokoan dan sejenisnya

s R e P Rp:1.000,-/M2.
d. Golongan Perumahdan sebeésar......,.-. Rp., 1. 000 ~/M2 .
¢. Golongan Pariwisata sebesar... .... Rp.1.000,~/M2.

Pasal 9

Jenis  Izin Undang-undang Gangguan (HO) adalah sebagai

her

It
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Pabrik, Industri, Cold Storage,

Penimbunan/Penyimpanan bahan bakar minyak, gas dan
(3

Penimbunan pasir, Dbatu, tanah, kayu, besi dan bLarang-
barang bekas lainnya. 4

Gudang dan sejenisnya.

Benzkel /Service kendaraan roda empat dan roda Jua.
Hotel, bioskop, karaoke, diskotik dan salon.

Restoran, rumah makan dan warung kopi.

Tempat permainan ketangkasan elektronik, billiar,
video game, nenyewaan VCD dan sejenisnya.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Bunker, aspal curah, Kkios pengecer BRM dan
oli dan pangkalan minyak tanah.

Toko, warung, swalayan/supermarket dan sejenisnya yang
menjual bahan bangunan dan sembilan bahan pokok.

Pasal 10

Syarat-syarat permohonan Izin Ganggzuan akan ditctapkan
oleh Kepala Daerah.

A S e e oA ol R it e



B AB VI
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 11 '
Retribusi vang teructang dihitung dengan mengalikan tarif
cbagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 dengan tingkat

S
penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1
dan 4.

B A B ¥l
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12

Re@ribusi yang terutang dipungut d¢i wilayah Daevah tempat
izin gangguan diberikan.

B oA B NMELILI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIRBRUSI TERUTANG
Pasal 13

V/Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga)
tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Retribusi  .erutang pada saat diterbitkannya SXRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

B AR X
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 15

(1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD atau dokuvmen
lain yang dipersamakan;

(2) SPTRD sebagaiamana dimaksud pada ayat 1 harus diisi
dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oieh Wajib
Retribusi atau kuasanya;

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian
SPTRD ditetapkan oleh Kepala Duerah.

B AB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 16

(1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana: dimaksud dalam pasal 15
ayat 1 retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan
SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BB T s e e e
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B AB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pinak
ketiga;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
B A B XIi
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat wiektunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

2 % (dua perscn) setiap bulan dari retribusi yang terufang
atau kurang ditayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B AB XIII
TATA CARA PEMBAYAKAN
Pasal 19

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus d.muka
untuk 1 (satu) xali masa retribusij;

2] Reyribusi yang terutang dilunasi selambat-lambawnya 15
(lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumern
lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;

(3) Tata cara _pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran
retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BoA BT
TATA CARA PENAGIIHAN
Pasal 20
(1) Retribhusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan
Keberatan yang menycbabkan jumlah retribusli yang harus
dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibpayar olzh
Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Surat Paksa.

(2) Penagihan retribusi melalui Surat Paksa dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B AB XV
KEBEERATAN
Pasal 21
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada
; Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD wtau
dokumen lain yang ‘dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB,

(2) Keberatan diajukan secara tertulisdalem bahasa Indonesia
dengan disertal alasan-alasan yang jelas;

(3) Dalam.....cooeevos



(3)

-0

am hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas
etaEan_retrlbus1, Wajib Retribusil harus dapat membuk-
an ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;

n harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang
akan, SKRDKBT _Jan SKRDLB diterbitkan. kecuall
Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkar bahwa
i&ngka wak*u itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
uar keckuasaannya; :

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sehagaimana
dimaksud pada ayat 2 dan 3 tidak dianggap sebagar surat
keberatun, schingga tidak dlpcrllmhungﬁun;

Pcnga#uan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

Kepala Daerah dalam_ jangka waktu aling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal Surat Kebera nn.dﬁterlma harus
memberi keputusan atas Keberatan yang diajukan;

Keputusan Kepala Daerah atas - keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, ataw menam=
bah besarnya retribusi yang terutang;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat |1
telah lewat dan Kepala daerah tidak mcmberikan suatu
k@Eutuban, keberatan yang diajukan tersecbut dianggap
dikabulkan. '

B A B XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi
%apat}mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala
aerah;

an_ sejak diterimanya permohonan kelebrhan pembayaran
retribusl sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus mem-
berikan keputusan;

Ee?ala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
u

Apabila_ jangka waktu seba aimana dimaksud pada ayaf 2
telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan
keputusan, ermohonan pengembalian retribusi dianggap
dikabulkan an SKRDKLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan;

Apabila Wajib Retribusi mempuny i utang retribusi
lainnya, Kkelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang retribusl tersebut;

Pengembalian kelebihan pembayaran retribesi sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dilakukan dajiam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

Apabila  pengembalian qemba aran retribusi dilakukan
sctuelah jangka waktu 2 (dua) ulan, Kepala Daerah mem-
berikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 24
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah sekurang-
kurangnya menyebutkan :

B HEME . < e s e s et e ks
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a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. Masa Retribusi;

c. Besarnya kelebihan pembayaran;

d. Alasan yang singkat dan jelas;

¢. Melampirkan bukti pembayaran retibusi.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retr-ibusi
di-sampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;

Rukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiri-
man pos tercatat merupakan bukti saat permohonan ditzri-
ma oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan cengan mener-
bitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Kketribusi;

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan
dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud
dalam pasal 23 ayat 4, pembayaran dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan Dbukti pemindahbukuan juga berlaku
sebagai bukti pembayaran.

B AB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAM DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26V

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi;

Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagai-
mana dimaksud pada ayat 1 dengan memperhatikan Kemampuan
Wajib Retribusi, antara lain, dapat diberikan kepada
pengusaha kecil untuk mengaagsur;

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat |1
antara lain diberikaa kepada Wajib Retribusi yung ditim-
pa bencana alam, kerusuhan;

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BDADB XVIII
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 27

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa
telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidarg Retribusij;

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 pasal ini tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran; atau - _ )
b. ade pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi
baik langsung maupun tidak laagsung.

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena

hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat
dihapuskan. !
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B A B XIX
KETENTUAN PIDANA
pasal 28

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanuya
sehingga merugikan Keuangan Dazerah diancam pidang
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak 4 f;mpat) kali jumlah Retribusi yang terutang;

Wajib Retribusi yang terkena ayat 1. pasal ini dapat
dicabut izin gangguannya;

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelang-
garan.

B AB XX
P ENY T D 'K AN
Pasal 29

Pejabat Pegawai Negeri Sipil:' tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyi-
dik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada aya:. 1
adalah :

a. Menerima, mencari dan mengumpulkan scrta meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan
.atau laporan tersebut menjadi lebih lengKap dan
jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan menge-
nai orang pribadi atau badan tentang Kebenaran per-
buatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti Jdari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan _ dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah; 3

¢. Melakukar penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
me lakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah;

Menyuruh berhenti, melarang scscorang menirggalkan
ruangan atau tempat pada saaltl pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas oreng atau doku-
men yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

Lije]

h. Memotret seseorang yang Dberkaitan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar Kketerangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan............
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j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk keiancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dJan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tabun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B AB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Kotamadva Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 10 Tahun 1989
sepanjang yang mengatur tentang pemberian izin Urdang-undang
Gangguan (HO) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31
Hal-hal yang belun diatur atau belum cukup diatur dalam
Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat -I1 Pontianak.

Ditetapkan di Po nt i a n a k
pada tanggal 9 Agustus 1999
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DALERAIL TINGKAT Ii
POMNT I ANAK
NOMORK 7 TAINUN 1999
TIENEANG
RETRIDBUSI LZ1IN GCANGGUAN

UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahumr 1999 tentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah, maka Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 1989 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan I1zin Undang-
undang Gangguan perlu dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dalam
suatu Peraturan Daerah.

Sejalan dengan itu, dalam rangka menyongsong Otonomi Daerah yang
lebih diperluas dipandang perlu meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dimana salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan
meningkatkan tarif Retribusi lzin Gangguan yang memang sudah lama
tidak pernah mengalami Kenaikan sejak ditetapkannya Peraturan
Dacrah Nomor 10 Tahun 1989,

PASAL, DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 s Cukup jelas.

Pagsal 3 ¢ Cakup jelas.

Pasal 4 « Gukup jelas,

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 6 : ¢ Cukup jelas.

Pasal 7 aval 1 dam 2 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat 3 : Bagi usaha industri lokasi tempat

usahanya terletak di kawasan industri maka

indeksnya 1, apabila usaha-usaha industri

tersebut Jlokasinva berada di kawasan

perumahan maka indeksnya 5.

Cukup jelas.

a : Penggolongan industri kecil, menengah
dan besar disesuaikan dengan izin usaha
vang diberikan oleh Kantor Perindustrian.

b : Yang termasuk golongan pergudangan,

penvimpanan dan sejenisnya adalah tempat

penimbunan, penyimpanan bahan bakar mi~
nyak gas dan oli, gudang dan sejenisnya,

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ,

aspal curah, kios pengecer BBM, .ell °~ dan

pangkalan minyak tanah.

Yang termasuk - golongan pertokoan dan

sejenisnya adalah toko, warung,

swalayan/supermarket dan sejenisnya yang
menjual bahan bangunan dan sembilan bahan
pokok.

Yang termasuk golongan perumahan adalah

restoran, rumah makan, warung kopi, tempat

permainan ketangkasan elektronik, billiar,
video game, penyewaan VCD dan sejenisnya.

Yang termasuk golongan pariwisata adalah

hotel, bioskop, karaoke, diskotik dan

salon.

BPasal 7 ayak
Pasal 8 ayat
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Pasal 8 ayat
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Pasal 8 ayat
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Pasal ayalt

%)
o

Pasal 8 ayat

Pasal 9 ¢ Cukup jelas.
Pasal 10 + Cukup jelas.
Pasal 11 ¢ Gukup jelas.
Pasal 12 : Ccukup jeélas-
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14  Cukup Jjelas,
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 ayat 1 : Yang dimaksud pemungutan retribusi tidak

dapat diborongkan adalah pembayaran
relribusi merupakan kewajiban dari pihak
pengusaha/pedagang pemilik usaha yang
bersangkutan, jadi (idak dapat diborongkan
atau diurus oleh pihak lain, dalam hal

pemilike,.csacnss 0



Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
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pemilik usaha bet ha langan,
pengusaha/pedagang terscbut dapat

pihalk
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup

lain dengan surat kuasa.
jelas.

Je s,

pelas:

e bash

jelas
jelas.
jelas
jelas.
jelas
jelas
jelas.
joelas .
Jedas.
Jelas.
jelas.
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